
  
 

BUPATI TEGAL 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 

NOMOR  10  TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  

NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN 

PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN TEGAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TEGAL, 

 

Menimbang : a.  bahwa menindak lanjuti surat Gubernur Jawa Tengah 

tanggal 31 Mei 2016 nomor  180/0009641 perihal Hasil 

Klarifikasi Peraturan Daearah Kabupaten Tegal, maka 

perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di 

Kabupaten Tegal ; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di 

Kabupaten Tegal ; 

 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063);  



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun  2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun  2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;  

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam 

Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3866);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817);  
11.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Sistem penanggulangan bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4829); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang 
Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing 

Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4830); 

14. Peraturaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 
Tahun 2009 tentang Sistem penanggulangan bencana 

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2009 Nomor 26) ; 

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Yang 

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 

17); 



16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola 

Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan 

Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 09); 

18. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tegal  Nomor  10  

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Tegal Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana Di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 102); 

n Purworejo Nomor 25. 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL, 

dan 

BUPATI TEGAL 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  TEGAL  NOMOR 3 

TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN 

PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN TEGAL. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Tegal 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 102), diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan angka 30 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1.  Daerah adalah Kabupaten Tegal. 

2. Bupati adalah Bupati Tegal. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal. 

5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya 

disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nondepartemen yang 
dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh 

Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan 

penanggulangan bencana pada tingkat nasional. 
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat 

BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Tegal. 
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal 

adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal (ex officio). 

8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Tegal. 
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor 
non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis. 
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain 

berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, 

angin topan, tanah longsor dan kebakaran. 

11. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal 

teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.  

12. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang 

meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas 

masyarakat dan teror. 

13. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa 

menimbulkan bencana. 

14. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, 

hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, 

dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang 

mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, 

dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk 

bahaya tertentu. 

15. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian 

upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang 

berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap 

darurat, dan rehabilitasi. 

16. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui 

pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang 

terancam bencana. 

17. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat 

bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, yang 

dapatberupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa 

aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan 

kegiatan masyarakat. 

18. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui 

langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 



19. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan 

sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan 

terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang 

berwenang. 

20. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko 

bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan 

peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 

21. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk 

menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan 

penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan 

kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, 

penyelamatan serta pemulihan darurat prasarana dan sarana. 

22. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita 

atau meninggal dunia akibat bencana.  

23. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan 

kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana 

dengan menfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana 

dengan melakukan upaya rehabilitasi. 

24. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek 

pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai 

pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk 

normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek 

pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah 

pascabencana. 

25. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan 

sarana, serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada 

tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama 

tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan 

budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran 

serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat 

pada wilayah pascabencana. 

26. Pengelolaan bantuan bencana adalah kegiatan penerimaan, 

penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan 

digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, dan 
pascabencana. 

27. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. 
28. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang 

ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar 

rekomendasi dari BPBD untuk menanggulangi bencana. 

29. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi 
penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap 

darurat, dan pascabencana.  

30. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan 
oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat 

bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir. 

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut 
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.  

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah 

Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

 

 

 



Pasal II 

Peraturan Daerah  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Tegal. 

 

 

Ditetapkan di Slawi 

pada tanggal  6 Oktober 2016 

 

 BUPATI  TEGAL, 

 

      Cap.Ttd 

 

     ENTHUS SUSMONO 

Diundangkan di Slawi 

pada tanggal  6 Oktober 2016 

 

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, 

 

                           Cap.Ttd 

 

               HARON BAGAS PRAKOSA 

 

LEMBARAN DAERAH  KABUPATEN  TEGAL  TAHUN 2016 NOMOR  10 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI 
JAWA TENGAH : (10/2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN  DAERAHKABUPATEN TEGAL 

NOMOR  10 TAHUN 2016 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  

NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN 

PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN TEGAL 

 

 

I. UMUM. 

 

Dalam rangka perlindungan kepada masyarakat terhadap 

ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan 

bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, 

maka Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Tegal telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana , sebagaimana 

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana. 

 Berdasarkan  hasil klarifikasi dari Gubernur Jawa Tengah 

Nomor : 180/0009641 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal, beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan 

dengan hasil klarifikasi. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal I 

 Cukup jelas. 

 

Pasal II 

 Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  NOMOR 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	BUPATI TEGAL
	MEMUTUSKAN  :



